
@#fHI
PERJANJIAN KERJA SAMA

AI\TARA
LEMBAGA PEMBINAA}I KIIUSUS $[AK KLAS I I(UTOARJO*

DENGAN
PKBI (PERIruMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA)

JAWA TENGAH

TENTAI\G
DT]I(INGAFI PEMBINAAI\ ANAK BERI{ADAPAN DENGAN HUKT]M
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Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tatrun dua ribu dua puluh eh Q5-07-

2022),yang bertandatangan di bawah ini:
1. IlariWinarcarBc.IP,

S.Sos, SH, MH

2. Elisabet S.A Widyastuh'
SKM, M.Kes

: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I
Kutoarjo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

tersebut berdasarkan SK SEK-71.KP.04.03 TAHUN

2A20, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan

atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I
Kutoarjo, berkedudukan dan beralamat di Jalan

Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Purworejo,

Kabupaten Purworejo untuk selaqiutnya disebut seb4gai
.PIHAK I.

: Direktur Eksekutif Daerah PKBI Jawa Tengah, dalarn

hat ini bertindak dalam jabataqnya tersebut berdasarkan

SK Direkhr Eksekutif Pusat Perkumpulan Keluarga

Berencana Indonesia No. 1603/AKl.l3l20l1 , dengan

demikian berwenang bertindak untuk dan atas ruIma

PKBI Daeratr Jawa Tengah berkedudukan dan beralamat

Jalan Jembawan Raya No 8 - 12 Semarang, untuk

selanjuhya disebut sebagai PIIIAK II.

PIHAK I dan PIHAK II, secara bersama-sama disebut PARA PIIIAK dan masing-masing

disebut PIHAK, sepakat unhrk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan

dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

l. Bahwa PIHAK I adalah kmbaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo

yang merupakan unsur pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Huktm dan Hak

Asasi Manusia Jawa Tengah di bidang pemasyarakatan;

2. Bahwa PIHAK II adalah PKBI JawaTengah yang menyelenggarakan kegiatan dan

bergerak dalam bidang pendampingan, peningfutan akses layanan, pelayanan psikososial,

dan oensaMian kepada masyarakat



tanpa mengganggu tugas rk* masing-masing prHAK yang meriputi bidangpendampingan, peningkatan akses layanan, i"tuy** psikososial, dan pengabdian kepadamasyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA prHAK sepakat dan setuju untuk melakukankerjasama dalam bentuk Pe{anjian Kerjasama r"rryt"rrggaraan bidang pendampingan,

l:ffiTffil1ffi, i:fffi* psikososiar, a* o*nuabdian kepada ;,;;;#;L
PASAL 1

KETENTUA}I UMUM

(1) Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rumatr Tahanan Negara;(2) Naraptdana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdeka* oi tupu*(3) Anak Berhadapan dengan Hukum yang ,.r*:u*vu disebut Anak adalah yang telah

lffi;1,fffi*r]tahun' tetapi belum berumur 18 (detapan belas) tahun y*giiougu
(4) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atautempat Anak menjalani masa pidananya.
(5) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepadaTuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap i* p.ril^r.", profesional, kesehatanjasmani dan rglani Narapidana (warga ninaan pemasyarakatan).
tt' 

*H|ffi#:lah 
lavanan vang diberikan oteh tenaga iertatih dan atau psikotog kepada

PASAL 2
MAKSUD DA}I TUJUAN

(l) Maksud Perjanjian Keqa sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta pKBI Daerah JawaTengah dalam kegiatan di LPKA Klas I Kutoaq.o;
(2) Tujuan Pdanjian Keda sama ini adalah unt*k mendorong pemenuhan hak dasar bagi ABH(Anak Berhadapan dengan Hukrm), seperti hak unfuk mendapatkan,layanan kesehatan, hakmendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak meidapatt an adminduk,

ffi*fif 
memperoleh pendidikan serta melakukan pendampingan, penyuluhan, dan

.,^itiffi*,
Ruang Lingkup perjanjian Keda Sama ini meliputi:
(1) Peningkatan pengetahuan kepada Anak nerhadapan dengan Hukum dan petugas LpKA KlasI Kutoa{o
(2) mendorongpemeuuhan hak dasarbagi ABH (Anak Berhadapan deugan Hukum), seperti hakuntuk mendapatkan layanan kesehatan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi, hak mendapatkan adminduk, hak untuk memperoleh pendidikan.(3) Pendampingan, penyuruhan, dan Konsering bagi Anak Berhadapan dengan Hukum(a) Dukungan koordinasi dengan rembaga atau stakehorder terkait.



TUGAS DAN KEWAJIBAN

(1)PIHAKlmempunyaitugasdankewqjibansebagaiberikut:'
a. Menyiapkan te,lnpat pelaksanaan kegiatan di LPKA Klas I Kutoarjo

b. Menyediakan dulungan administasi, perijinan, ternpat dan data atau informasi terkait

dengan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;

c. Menrberikan dukungan untuk pemenuhan hak dasar bagi Anak Berhadapan *"t*
Hukum.

(2)PlllAKllmempunyaitugasdankewajibansebagaiberikut:
a. Mendorong p"**uu* hak dasar bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)' seperti

hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak mendapatkan perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, hak mendapatkan adminduk, serta hak untuk memperoleh

Pendidikan.

b. Menyediakan narasurnber dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang

termuat dalam ruang lingkuP

c. Menrbuat laporan dan dokumentasi kegiatan

d.MenjagakeamanandanketertibanselamapelaksanaankegiatandiLPKAKlaslKutoarjo

PASAL 5

PELAKSAI{AAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini para PIHAK menyusun rencana kegiatan sebagai

bagi'an yang tidak terpisahkan dalam kerjasama ini

PASAL 6

PEMBIAYAAI\

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksan&m Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban

masing-masing pihak sesuai dengan peran dan kapasitas yang dijalankan'

PASAL 7

JAIYGKA WAICU

1. perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak

ditandataqgani .-naD^'rrrAtrr*alorrr.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat di ubah atau di alfiiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui

pemberitaSuan tertulis dari salatr satu pihak kepada pihak lainya paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelumnYa 
PA'AL s

MONITORING DAI\ EVALUASI

PARA prHAK melaksanakaq monitoring dan waluasi terhadap petakganaan kerjasama ini

sekurang-kuran grLya6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan'

PASAL 9

KEADAAI\I MEMAKS A(FORCE MAJEURA

(1\ Fnn e Maieure adalah selgruh peristiwa yang terjadi di luar ke'mampuan PARA PIHAIE



kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi

tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gemba bumi, banjir, angina topan, kilat,

halilintar, pemogokan, demonhasi, huru-harao sabotase, kerusuhan social atau penundaan

atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan

adanya peraturan Pemerintah yang berwenang;

(2) Sehubungan dengan adanya Force Majeure tersebut, maka PARA PIIIAK dibebaskan dari

tanggung jawab atas keterlanrbatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian; n&

(3) Dalam hal terjadi Force Majeure sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban satdr satu

PIIIAK maka PIHAK yang mengalani Force Maieure tersebut harus memberitahukan

secara tertulis, disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang apabila diperlukan,

atas kejadian Force Majeure tersebut kepada PIIIAK lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14

(ernpat belas) hari kerja, terhitung sejak kejadian Force Majeure tersebut;

(4) Apabila PIHAK yang mengalarri Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan

kepada PIHAK lainnya, dalam kurun waktu sebagaimana yaog dimaksud ayat (3) Pasal ini,

maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban

dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Force maieure tersebut;

(5) Apabila PIIIAK yang tidak terkena Force Majeure tersebut dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari kerja setelah menerima perrberitahuan secara tertulis, se,perti ayat (3) Pasal ini,

tidak memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terke,na Force Maieure tersebut,

maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pernbebasan sementara

tanggung jawab atas keterlarnbatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut,

dianggap telah memperoleh persetujuan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Semua pemberitafuuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubrurgan dengan Perjanjian

ini harus dilalolkan secara tertulis dan diserahkan usecara langsung atau melalui faksimili kepada

masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIIIAK I
Hari Winarca, Bc.IPo S.Sos, SH, MH
Alamat:
u.p

Telepon

Fax

Email
b. PIHAKII

Jalan Pangeran Diponeggro No. 36 A KutoarjoiPwworejo,

Kabupaten Furworejo
(027s) 641011

Q27s) 6410s4
loakutoari o@ ernail. com

EHsabet S.A Widyastuti" SKM, M.Kes
Alamat:

u.p

Telepon

Fax

Email

Jalan Jernbawan No. 8 - 12 Semarang 50145

(024) 7603503,7609648
(o2q760te89
pkbii atene@okbi.or. id



PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAIY

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama

ini, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawaratr rurtuk mencapai mufakat.

PASAL 12

ADENDTIM

Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur atau ditetapkan kemudian

atas persetujuan PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang

merupakan bagtan tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 14

PENUTUP

(1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan yang

bergerak dalam bidang pendalnpingan, peningkatan akses layanan, pelayanan psikososial, dan

pengabdian kepada masyarakat yang ditandatangani di Kutoarjo, pada hari Senin, tanggal dua

puluh lima, bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua sebagaimana tercantum pada awal Surat

Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan

ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatrya perjanjian ini dibebankan kepada

masing-masing PIHAK sesuai ketelrtuan peraturan perundang-undangan.

€Al

PIIIAK I
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN

KHUSUS A1\I I KUTOAR,IO

HARI WINARCA. Bc.IP. S.Sos.,SH. MH
NrP. 19700622 199303 1 001

PIIIAK II
DIREKTUR EKSEKUTIF PKBI DAERAH

JAWA TENGAII

DII\II A S'NTT'NI SIT

SAKSI:

AMA. S I(.M


